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BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI  

NOMOR 100.3.2.2/279 -KUM/2024 

 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI MAL PELAYANAN PUBLIK 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 
Menimbang   :   a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, 

kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan 

kenyamanan kepada masyarakat dalam 

mendapatkanpelayanan perizinan dan nonperizinan 

secara terpadu pada satu tempat, maka diperlukan 

Mal Pelayanan Publik yang lokasinya ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Mal 

Pelayanan Publik; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II , Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1573); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten  Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten  Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten  Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten  Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten  Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten  Nomor 62); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten  

Tahun 2022 Nomor 12); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten  Tahun 2023 Nomor 

5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU  : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan 

Publik. 

KEDUA :  Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertempat di Ex. RSUD H. Boejasin Jl. H. Boejasin Kel. Angsau 

Kec. Pelaihari. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
    Ditetapkan di Pelaihari  

    pada tanggal 22 Januari 2024        

 


